
Scanned with CamSca,nner 

Peraturan Menteri ... 

Menimbang : a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan 
dan warga satuan pendidikan lainnya berhak 
mendapatkan pelindungan dari kekerasan yang terjadi di 
lingkungan satuan pendidikan; 

b. bahwa untuk melaksana.kan pelindungan dari kekerasan 
yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan 
pencegahan dan penanganan kekerasan yang 
mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh 
lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, 
nyarnan, dan menyenangkan bagi peserta didik, 
pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan 
pendidikan lainnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran . 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA UTARA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENT ANG 
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN 

DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN 

BUPATI KOLAKA UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
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Scanned with CamScanner 

Daerah adalah ... 

Bagian Kesatu 
Pengcrtian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar 

seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di satuan 
pendidikan. 

2. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan 
Kekerasan di satuan pendidikan. 

3. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan 
terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, Iuka. atau 
kernatian, penderitaan seksual/rcproduksi, berkurang atau tidak 
berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, 
intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan 
pendidikan atau pekcrjaan dengan aman dan optimal, hilangnya 
kesempatan untuk pernenuhan hak asasi manusia, ket:akutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya kcmampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian Jain yang sejenis. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI I<OLAI<A UTARA TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN Dl 
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDfKAN. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekcrasan di 
Lingkungan Satuan Pendidikan; 

4. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 
Nomor 7); 
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Scanned with CamScanner 

Terlapor adalah ... 

4. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 
5. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 
6. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan l{abupaten Kolaka Utara. 
8. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya 

disebut Satuan Tugas adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan 
pendidikan di tingkat daerah. 

9. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan 
Pendidikan Sekolah Dasar, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal, 

10. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat 
TPPI< adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan 
upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. 

11. l{omite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 
tua/wali peserta didik, komunitas satuan pendidikan, serta tokoh 
masyarakat yang peduli pendidikan. 

12. Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik, Tenaga 
J{ependidikan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan di 
lingkungan satuan pendidikan. 

13. Warga Satuan Pendidikan Lainnya adalah masyarakat yang beraktifitas 
atau yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan. 

14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerin tah. 

15. Pendidik adaJah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 
konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan. 

16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

17. Peserta Didik adalah peserta didik yang menjalani proses pembelajaran 
pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Sekolah 
Dasar, Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Satuan 
Pendidikan Non Formal, 

18. Karban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan. 
19. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang 

dialami atau diketahui. 
20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas apa yang 

didengar, dilihat, dan/atau dialami terhadap dugaan terjadinya 
Kekerasan. 
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Bagian Ketiga ... 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
( 1) U l):l~'{l Pcnccgahan dan Penanganan J(ekerasan di lingkungan satuan 

pendidikan dimaksudkan untuk: 
a. ruclindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga 

ntuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan 
satuan pcndidikan; 

b. mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga 
Sntuan Pcndidikan Lainnya, melakukan Kekerasan di lingkungan 
satuan pendidikan; 

c. mclindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di 
lingkungan satuan pendidikan; 

d. mcngatur mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan sanksi terhadap 
tindakan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan 

e. mernbangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, 
inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi. 

(2) Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan 
pendidikan bertujuan agar: 
a. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan 

Pendidikan Lainnya mampu mencegah terjadinya Kekerasan di 
lingkungan satuan pendidikan; 

b. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan 
Pendidikan Lainnya mampu untuk melaporkan Kekerasan yang 
dialami dan/atau diketahuinya; 

c. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan 
Pendidikan Lainnya mampu mcncari dan mendapatkan bantuan 
ketika mengalami Kekerasan; 

d. Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan 
Pendidikan Lainnya yang mengalami Kekerasan bisa segera 
mendapatkan penanganan dan bantuan yang rnenyeluruh: 

e. satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kernenterian mampu 
merespons dan menangani Kekerasan yang terjadi di satuan 
pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan 

f. satuan pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, 
dan Kernenterian mampu mencegah terjadinya Kekerasan di 
lingkungan satuan pendidikan . • 

kc 111n~,·n rnkatan . • 

• • orgarnsasi dan/atau kelornpok, 

orang )'ang diduga melakukan Kekerasan _,t. Terlnp )r ndntnh setiap 
terhndnp Korban . 

..J. ~\:,s~ arnknt adnlah perseorangan, 
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Scanned with CamScanner 
• 

\Varga Satuan Pendidikan .... 

Bagian Kelirna 
Cakupan 
Pasal 5 

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mencakup: 
a. Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, anggota Kornite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan 
Lainnya atau terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, 
anggota Komite Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di dalam 
lokasi satuan pendidikan; 

b. Kekerasan dalam kegiatan satuan pcndidikan yang dilakukan oleh Peserta 
Didik. Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite Sekolah, dan 

Bagian Keempat 
Sa saran 
Pasal4 

(1) Sasaran dalam upaya Pcncegahan dan Penanganan Kekerasan di 
lingkungan satuan pendidikan meliputi: 
a. Peserta Didik; 
b. Pendidik; 
c. Tenaga Kependidikan; 
d. orang tua /wali: 
e. Komite Sekolah; dan 
f. Masyarakat. 

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. satuan pendidikan anak usia dini; 
b. satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar; 
c. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal, 

Bagian Ketiga 
Prinsip 
Pasal 3 

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kckcrasan di lingkungan satuan 
pendidikan dilaksanakan dengan prinsip: 
a. nondiskriminasi; 
b. kepentingan terbaik bagi anak; 
c. partisipasi anak; 
d. keadilan dan kcsetaraan gender; 
e. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; 
f. akuntabilitas; 
g. kehati-hatian;dan 
h. keberlanjutan pendidikan. 
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Scanned with CarnScanner 

(2) Kekerasan psikis ... 

Pasal8 
(1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk 
merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak 
nyaman. 

Pasal 7 
(1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku 
kepada Korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. 

(2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. tawuran atau perkelahian massal; 
b. penganiayaan; 
c. perkelahian; 
d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan 

keuntungan ekonomi bagi pelaku; 
e. pembunuhan; dan/atau 
f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

( 1) Bentuk Kekerasan terdiri atas: 
a. Kckerasan fisik; 
b. Kekerasan psikis; 
c. perundungan; 
d. Kekerasan seksual; 
e. diskriminasi dan intoleransi; 
f. kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan 
g. bentuk Kekerasan Iainnya. 

(2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media 
teknologi informasi dan komunikasi. 

Pasal6 

BAB II 
BENTUI{ KEKERASAN 

Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan pendidikan atau 
terhadap Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, anggota Komite 
Sekolah, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya di luar lokasi satuan 
pendidikan; dan 

c. Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan. 
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Scanned with CamScanner 

h. penyebaran informasi ... 

dan/ atau mengedarkan foto 
visual Karban yang bemuansa 

(1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, 
dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, 
karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau 
dapat berakibat penderitaan psikis dan/ a tau fisik termasuk yang 
mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan 
melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan 
optimal. 

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat berupa: 
a. penyarnpaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan 

tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Karban; 
b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja; 
c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan 

yang bemuansa seksual pada Karban; 
d. perbuatan menatap Karban dengan nuansa seksual dan/atau 

membuat Karban merasa tidak nyaman; 
e. pengirirnan pesan, ]elucon, gambar, foto, audio, dan/atau video 

bern uansa seksual kepada Kor ban; 
f. perbuatan mengambil, merekam, 

dan/atau rekaman audio dan/atau 
seksual; 

g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/ atau informasi pribadi 
Korban yang bernuansa seksual; 

Pasal 10 

Pasal9 
Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c 
merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. 

(2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. pengucilan; 
b. penolakan; 
c. pcngabaian; 
d. penghinaan; 
e. penyebaran rumor; 
f. panggilan yang mengejek; 
g. intimidasi; 
h. teror; 
i. perbuatan mernpermalu kan di depan umum; 
j. pemerasan; dan/atau 
k. perbuatan lain yang sejenis. 
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Scanned with CamScanner 

(5) Tanpa persetujuan ... 

Kor ban; 
m. perbuatan membuka pakaian Karban; 
n. pemaksaan terhadap Karban untuk melakukan transaksi atau 

kegiatan seksual; 
o. praktik budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga 

Kependidikan yang bemuansa Kekerasan Seksual; 
p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi; 
q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh 

selain alat kelamin; 
r. pemaksaan atau perbuatan rnemperdayai Korban untuk rnelakukan 

aborsi; 
s. pemaksaan atau perbuatan mernperdayai Karban untuk hamil; 
t. pembiaran terjadinya Kekerasan seksua1 dengan sengaja; 
u. pemaksaan sterilisasi; 
v. penyiksaan seksual; 
w. eksploitasi seksual; 
x. perbudakan seksual; 
y. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi 

seksual; dan/atau 
z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual dalam 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 
(3) Dalam hal Karban merupakan Peserta Didik berusia anak atau 

penyandang disabilitas, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan dengan persetujuan a tau tan pa persetujuan Karban. 

(4) Dalam hal Korban sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau orang 
dewasa lainnya, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf 1, dan huruf m 
merupakan Kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan 
Karban. 

1. 

• 
1. 

h. penyebaran informasi terkait tub uh dan/ a tau pribadi Karban yang 
bemuansa seksual; 
perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang 
sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang 
bersifat pribadi; 
perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu 
Karban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; 

k. pemberian hukuman atau sanksi yang bemuansa seksual; 
perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, 
mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh 

• J. 
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Scanned with CamScanner 

3. mengamalkan ajaran ... 

Pasal 11 
(1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk 
pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pernilihan berdasarkan 
suku/etnis, agarna, kepercayaan, ras, warna kuJit. usia, status sosial 
ekonorni, kebangsaaan, jenis kelarnin, dan/atau kemampuan intelektual. 
mental, sensorik, serta fisik. 

(2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagairnana dimaksud 
pad a ayat ( 1) dapat beru pa: 
a. larangan untuk: 

1. menggunakan seragam/pakaian kcrja bagi Pcserta Didik, Pendidik, 
dan Tenaga l(ependidikan yang sesuai dengan ketentuan peraruran 
perundangan-undangan mengenai pengaturan seragam sekolah 
maupun seragam Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 

2. mengikuti mata pelajaran agama /kepercayaan yang diajar oleh 
Pendidik sesuai dengan agama/kepercayaan Peserta Didik yang 
diakui oleh Pemerintah; dan/atau 

3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai 
keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, 
Pendidik, atau Tenaga Kependidikan; 

b. pernaksaan untuk: 
1. menggunakan seragam/pakaian kerja bagi Peserta Didik. Pendidik, 

dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan seragam 
sekolah; 

2. mengikuti mata pelajaran agama Zkepercayaan yang diajar oleh 
Pendidik yang tidak sesuai dengan agamaj kepercayaan Peserta 
Oidik yang diakui oleh Pemerintah; dan/atau 

(5) Tanpa perseiujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak 
bcrlaku bagi Korban scbagai Pcndidik, Tenaga Kcpendidikan, atau orang 
dewasa lainnya yang dalam kondisi: 
a. mengalami situasi dimana pclaku mcngancam, mernaksa, dan/atau 

rnenyalahgunakan kedudukannya; 
b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat- obatan, alkohol, 

dan/atau narkoba; 
c. mengalarni sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur; 
d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; 
e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara (tonic 

immobiliuji; dan/atau 
f. mengalami kondisi terguncang. 
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Scanned with CamScanner 

Pasal 12 ... 

3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai 
keyakinan agama atau kepercayaan yang dianut oleh Peserta Didik, 
Pendidik, atau Tenaga Kependidikan; 

c. mengisfimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan 
latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan; 

d. larangan atau pemaksaan kepada Peserta Didik, Pendidik, atau 
Tenaga Kependidikan untuk: 
1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan 

yang dilaksanakan di satuan pendidikan yang berbeda dengan 
agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai 
dengan yang diyakininya; dan 

2. mernberikan donasi/bantuan dengan alasan Iatar belakang 
suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status 
sosial ekonomi, kebangsaaan, jenis kelamin, dan/atau kemampuan 
intelektual, mental, sensorik, serta fisik; 

e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak 
atau kebutuhan Peserta Didik, untuk: 
1. mengikuti proses penerimaan Peserta Didik; 
2. mengiku ti proses pembelajaran; 
3. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/ atau akomodasi 

yang layak; 
4. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak 

Peserta Didik; 
5. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi; 
6. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan 

pendidikan pad a jenjang beriku tnya; 
7. memperoleh hasil penilaian pcmbelajaran; 
8. naik kelas; 
9. lulus dari satuan pendidikan; 
10. mengikuti bimbingan dan konsultasi; 
11. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak Peserta Didik; 
12. memperoleh bentuk layanan pendidikan lainnya yang menjadi hak 

Peserta Didik; 
13. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya 

yang diminati; dan/ a tau 
14. mengembangkan bakat dan minat Peserta Didik sesuai dengan 

sumber daya atau kernampuan yang dimiliki oleh satuan 
pendidikan; 

f. perbuatan mengurangi, rnenghalangi, atau membedakan hak 
dan/ atau kewajiban Pendidik atau Tenaga Kependidikan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 
perbuatan diskrirninasi dan intoleransi lainnya scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 
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Scanned with CamScanner 

b. merencanakan dan ... 

Paragraf 1 
Satuan Pendidikan 

Pasal 15 
(1) Satuan pendidikan rnelakukan penguatan tata kelola dengan cara: 

a. menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; 

b. mcnjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 
lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan 
pemcrintah daerah sesuai dengan kewenangan; 

Bagian Kedua 
Penguatan Tata Kelola 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 14 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan 
meliputi: 
a. penguatan tata kelola; 
b. edukasi; dan 
c. penyediaan sarana dan prasarana. 

BAB III 
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN 

PasaJ 13 
( l) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pnsal 6 ayat { l) huruf f rnerupakan kebijakan yang berpotensi atau 
mcnimbulkan terjadinya Kckcrasan yang dilakukan oleh Pendidik, 
Tenaga Kcpendidikan, anggota Kornite Sekolah, kepala satuan 
pendidikan, dan/atau kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2) Kcbijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dirnaksud dalam 
pada ayat l mcliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis. 

(3) Kebijakan tcrtulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, 
pcdornan, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya. 

(4) Kcbijakan tidak tertulis dapat berupa hirnbauan, instruksi, dan/atau 
bentuk tindakan lainnya. 

Pasal 12 
1 cmnksann atas pcrbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 
huruf b nngka 2 dan angka 3, serta huruf d, termasuk perbuatan meminta 
ntnu 111 11gin1l)nt1 karcna ada kctimpangan relasi kuasa, superioritas, atau 
scnioritns. 
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Scanned with CamScanner 
--......,-::e-- 

f. melakukan koordinasi ... 

d. memfasilitasi dan membina satuan pendidikan dalam melaksanakan 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan 
pendidikan; 

e. mernbentuk Satuan Togas; 

dacrah yang 
di lingkungan 

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penguatan 
tata kelola dengan cara: 
a. menyusun dan menetapkan peraturan kepala 

mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
satuan pendidikan; 

b. mengintegrasikan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 
lingkungan satuan pendidikan ke dalam agenda prioritas kebijakan 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan; 

c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh pernerintah daerah sesuai dengan kewenangan; 

Pasal 16 

Paragraf 2 
Pemerintah Daerah 

c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan 
Pcnanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; 

d. menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di lingkungan satuan 
pendidikan; 

e. membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan; 
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPI<; 
g. melaku kan kerja sama dengan instansi a tau lembaga terkait dalam 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan 
pendidikan; 

h. memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, 
dan/ atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; 

i. menyediakan pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh Masyarakat; dan 

j. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 

(2) Satuan pendidikan dapat melibatkan Warga Satuan Pendidikan dalam 
penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
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Scanned with CamScanner 

b. penyelenggaraan pelatihan ... 

Paragraf 2 
Pemerin tah Daerah 

PasaJ 18 
(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan melakukan edukasi 

dengan cara: 
a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kepada 
satuan pendidikan dan pernangku kepentingan lainnya termasuk bagi 
penyandang disabilitas; dan 

Paragraf 1 
Satuan Pendidikan 

Pasal 17 
(1) Satuan pendidikan melakukan edukasi dengan cara: 

a. melakukan sosialisasi tata tertib dan program dalam rangka 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan 
pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan dan orang 
tua/wali Peserta Didik termasuk bagi penyandang disabilitas; dan 

b. melaksanakan penguatan karakter melaJui implementasi nilai 
Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan 
kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a dilaksanakan 
pad a: 
a. kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan bagi Peserta Didik 

baru;dan 
b. kegiatan lainnya di satuan pendidikan. 

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dapat dilakukan 
melalui media elektronik dan/ atau nonelektronik. 

Bagian Ketiga 
Edukasi 

f. melakukan koordinasi lintas sektor daJam melaksanakan Pencegahan 
dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai 
dengan kewenangan; 

g. melakukan pemantauan dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun terhadap pelaksanaan pedoman Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan 

h. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi di lingkungan satuan 
pendidikan daJam hal dirninta Kementerian. 

(2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dapat melibatkan 
Masyarakat dalarn penguatan tata kelola sebagaimana dirnaksud pada 
ayat I l]. 
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Scanned with CamScanner 

b. menyediakan sarana ... 

Pasal 20 
(I) Pernerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan 

penyediaan sarana dan prasarana dengan cara: 
a. menyediakan bangunan, gedung, dan fasilitas pembelajaran yang 

ramah bagi Peserta Didik penyandang disabilitas; 

Paragraf 2 
Pemerintah Daerah 

Paragraf 1 
Satuan Pendidikan 

Pasal 19 
( l} St1tt1a11 pendidikan menyediakan sarana dan prasarana dengan cara 

rncmasrikan tersedianya sarana dan prasarana untuk: 
n. pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan, ruang 

pemeriksaan. dan alat tulis kantor; 
b. kearnanan proses pernbelajaran; 
c. kearnanan pad a ruang pu blik seperti toilet, kan tin, laboratorium; 
d. pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan: dart 
e. keamanan dan kenyarnanan fasilitas lainnya di lingkungan satuan 

perididikan. 
(2) Satuan pendidikan memastikan tingkat kearnanan dan kenyarnanan 

bangunan, fasilitas pernbelajaran, dan fasilitas urnum lainnya, termasuk 
penyediaan akornodasi )·ang layak bagi penyandang disabilitas. 

Bagian Keernpat 
Penvediaan Sarana dan Prasarana • 

t, ::it't ) t"lc.•t1i~~.1r,ll-..,t11 l elruihnn bagi TPPK dan Satuan Tugas dalam 
t,:c·l."l.l,~.111.11,.111 Pcuccgahnu dan Penanganan Kekerasan di lingku ngan 
R1t\l,\ll \ cndidik.ui. 

,_ \ ~'" si.ilisas] sc ~1°.1i111~1nn dirnaksud pacla ayat (1) huruf a dilakukan 
1111111111.,t l (snt u] knli dalarn 1 [satu] tahun. 

\,~} ~ '$t.1l1$...1si scl 3gai111a11n dimak sud pada ayat ( 1) huruf a dapat dilakukan 
t 1cl.1lt1i medin .lcktronik dan/atau nonelektronik. 

4) 'f' ·l:ttil1:111 scbngniruana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan 
111i11i111:1l l (sntu] knli dalarn 1 (satu) tahun. 

t.=-} Pclru il1r111 scbngnimana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaksanakan 
dt•t1~.111 ruengaunakan modul pelatihan dari Kementerian dan/atau 

ahnn elntihan lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga 
v: nc rncnyclcnggarakan fungsi perlindungan anak dan perempuan. 
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Scanned with CamScanner 

g. memetiksa laporan ... 

Pasa122 
{ 1) TPPK mernpunyai tu gas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), TPPK 

memiliki fungsi: 
a. menyarnpaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan 

kepada kepala satuan pendidikan; 
b. memberikan masukan/ saran kcpada kepala satuan pendidikan 

mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan; 
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan 

dan Penanganan l{ekerasan bersama dengan satuan pendidikan; 
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan; 
e. melakukan Pcnanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan 

di lingkungan satuan pendidikan; 
f. menyarnpaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta 

Didik yang terlibat Kekerasan; 

Bagian Kesatu 
Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

Pasal 21 
(1) Satuan pendidikan membentuk TPPK. 
(2) TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh 

kepala satuan pendidikan. 
(3) Dalam hal satuan pendidikan anak usia dini tidak dapat membentuk 

TPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan sumber daya 
manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh 
beberapa satuan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

BAB IV 
Tltvl PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DAN SATUAN TUGAS 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN l(EKERASAN 

b. rnenyediakan sarana untuk pelaksanaan tugas Satuan Tugas 
minimal berupa kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, dan alat tulis 
kantor; dan 

c. rnenyediakan sarana untuk pelaksanaan kegiatan edukasi 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. 

(2) Pemerintah daerah memastikan tingkat keamanan dan kenyarnanan 
bangunan, fasilitas pembelajaran, dan fasilitas umum lainnya, 
termasuk penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. 
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Scanned with CarrrScanner 

(4) Dalam hal ... 

Pasal24 
( l) Keanggotaan TPPI< berjumlah gasal dan minimal 3 (tiga) orang. 
(2) Keanggotaan TPPI( terdiri atas perwakilan: 

a. Pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan; 
dan 

b. Komite Sekolah atau perwakilan orang tua/wali. 
(3) Dalam hal diperlukan, keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari 
perwakilan Tenaga Kependidikan. 

Pasal 23 
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, TPPK bertanggung jawab kepada 

kepala satuan pendidikan. 
(2) TPPK di satuan pendidikan anak usia dini yang dibentuk oleh Dinas 

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), bertanggung 
jawab kepada kepala Dinas Pendidikan. 

1. 

• J. 
satuan pendidikan; 
memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang 
dibutuhkan Karban, Pelapor, dan/atau Saksi; 

k. memberikan rujukan bagi Karban ke layanan sesuai dengan 
kebutuhan Karban Kekerasan; 
memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik 
yang terlibat l(ekerasan merupakan Anak yang Berhadapan dengan 
Hukurn; dan 

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan 
melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
TPPJ( berwenang: 
a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Karban, Saksi, 

Terlapor, orang tua/wali, pendamping, dan/ atau ahli; 
b. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan; dan 
c. berkoordinasi dengan satuan pendidikan lain terkait laporan 

Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau 
Terlapor dari satuan pendidikan yang bersangkutan. 

Kekerasan di lingkungan • 
J. 

kepala satuan pendidikan 
g. rnerneriksa laporan dugaan Kekerasan; 
h. membcrikan rekomendasi sanksi kepada 

berdasarkan hasil pemeriksaan; 
mendampingi Karban dan/atau Pelapor 
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Scanned with CamScanner 

Bagian Kedua ... 

Pasal 26 
Kepala satuan pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) sesuai 
kewenangan melakukan evaluasi kinerja TPPK minimal 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

Pasal 25 
Keanggotaan TPPK berakhir karena: 
a. berakhirnya masa tugas; 
b. meninggal dunia; 
c. mengundurkan diri; 
d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 ayat (2); 
e. terbukti rnelakukan Kekerasan berdasarkan hasil identifikasi kasus 

Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Togas; 
f. menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan; 
g. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan 

tugas; atau 
h. pindah tugas atau mutasi. 

(4) Dalam hal tidak terdapat Komite Sekolah pada satuan pendidikan 
nonformal, TPPI< beranggotakan Pendidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a. 

(5) Keanggotaan TPPK sebagairnana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dipersyaratkan: 
a. tidak pemah terbukti melakukan Kekerasan; 
b. tidak pemah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 

pidana 5 (lima) tahun atau lebih j.-ang telah berkekuatan hukum 
tetap; dan/atau 

c. tidak pemah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin 
pegawai tingkat sedang atau berat. 

(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam 
surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai. 

(7) Dalam hal calon anggota TPPK memberikan pernyataan yang tidak 
sesuai, dapat dilakukan tindakan hukum. 

(8) TPPK dipimpin oleh koordinator yang berasal dari unsur Pendidik. 
(9) Masa tugas TPPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali. 
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Scanned with CamScanner 

g. melaporkan hasil ... 

Pasal 28 
t l) Satuan Togas mernpunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, 

dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan 
pendidikan di wilayah sesuai kewenangan. 

{-) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
~atuan Togas merniliki fungsi: 
a. rnelakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada 

satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya; 
b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK; 
c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan: 

1. dinas terkait; 
2. lembaga layanan; 
3. ahli; atau 
4. pihak terkait, 
yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 
lingkungan satuan pendidikan; 

d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang 
terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Togas, berupa: 
1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan 
2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan 

pendidikan. 
e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang 

berhadapan dengan hukum, berupa: 
1. pembetian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak 

}·ang berhadapandengan hukum kepada aparat penegak hukurn; 
2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak 

selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani 
putusan/penetapan pengadilan; dan 

3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan 
pendidikan. 

f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 

Pasal 27 
i) Pemeriruah daerah sesuai dengan kewenangan membentuk Satuan 

1't1~a . 
,-1 Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

kepala daerah atas usulan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Bagian Kedua 
Satuan Togas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
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Scanned with CamScanner 

Pasal 31 ... 

Pasal 30 
( 1) Keanggotaan Satuan Tugas berjumlah gasal dan minimal 5 (lima) orang. 
(2) l(eanggotaan Satuan Togas terdiri atas unsur: 

a. Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan 
kewenangan; 

b. perwakilan dinas Pernbcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
)'ang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak; 

c. perwakilan dinas Sosial yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial; 
dan 

d. organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak. 
(3) Keanggotaan Satuan Togas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dipersyaratkan: 
a. tidak pernah terbukti melakukan Kekerasan; 
b. tidak pernah tcrbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 

pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tclah berkekuatan hukum 
tetap; dan/atau 

c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin 
pegawai tingkat sedang atau berat. 

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan daJam 
surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai. 

(5) Satuan Tugas dipirnpin olch koordinator yang berasal dari unsur 
perwa kilan Dinas Pendidikan. 

(6) Masa tugas Satuan Togas selama 4 {empat) tahun dan dapat diangkat 
kembali. 

Pasa129 
Dalam mclaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Togas bertanggung jawab 
kepada Kepala Daerah melalui kepala Dinas Pcndidikan dan Kebudayaan. 

g. mclnporkan hnsil pcrnantauan dan cvaluasi kepada Dinas Pendidikan 
setinp 1 (satu] kali dalarn 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan 
Tugns dapat berkoordinasi dengan: 
a. dinas kcsehatan atau dinas terkait lainnya; 
b. psikolog, doktcr, atau tcnaga kesehatan lainnya; 
c. pckerja sosial; 
d. unit pclaksana tcknis Kernenterian pada daerah sctempat; 
e. perwakilan organisasi Masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus 

pada bidang pcndidikan dan/atau bidang Penanganan J(ekerasan; 
dan/atau 

f. pihak lain yang dipcrlukan dalam Penanganan Kekerasan. 
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Scanned with CamScanner 

b. melakukan pcnyebaran ... 

Pasal 33 
( 1) Dalam melaksanakan Pcnccgahan dan Penanganan Kekerasan, kepala 

satuan pendidikan, dan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan 
oleh Masyarakat dilarang: 
a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan: 

l. luka fisik berat; 
2. kerusakan fisik permanen; 
3. kematian; dan/atau 
4. trauma psikologis berat; 

b. tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya Kekerasan kepada 
TPPK atau Saluan Tugas; 

c. melakukan pcnyebaran identitas Karban. Saksi, Terlapor, rnaupun 
pihak terkait dan informasi kasus berjalan kcpada publik; dan/atau 

d. bcrpihak kepada Terlapor/pelaku. 
(2) Dalam rnelaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, TPPK 

dilarang: 
a. melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan: 

1. Iuka fisik berat; 
2. kerusakan Iisik permanen; 
3. kematian; dan/atau 
4. trauma psikologis be rat; dan/ a tau 

Bagian Kctiga 
Sanksi bagi Kepala Satuan Pendidikan, 'I'PPK, clan Satuan Tugas 

Pasa132 
Kepala Daerah melakukan evaluasi kincrja Satuan Tugas minimal 1 [satu] 
ka1i da1am 1 (satu) tahun. 

Pasnl J 1 
Keariggotarm Satuan Tugas bcrakhir knrcnn: 
a. berakhirnya masa tugas; 
b. meninggal dunia: 
c. mengu ndu rknn diri; 
d. tidak lagi mcmcnuhi syarat kcanggotaan 8 ·l1~\r~ni111:,r1rl dimnksud dnlnm 

Pasal 33 ayat (2); 
e. tcrbukti melakukan Kckcrasan berdasarknn J) .mcriksnnn knsus 

Kekerasari .,•ang dilakukan Satuan Tugas; 
f. menjadi tcrsangka tindak pidana kccuali tindak JJicl,111n ringan: 
g. berhalangan tctap yang mcngakibatkan tidak dnpat mclaksnnnknn 

tugas; atau 
h. pindah tugas atau mutasi. 
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BAB V . 

Pasal35 
(1) Dalam hal Pelaku Kekerasan merupakan bagian dari penyelenggara 

satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat, diberikan sanksi 
tambahan berupa penutupan satuan pendidikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Pelaku Kekerasan merupakan bagian dari penyelenggara 
satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat yang dipidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak 
diperbolehkan menyelenggarakan atau mengelola satuan pendidikan. 

(3) Dalam hal dilakukan penutupan satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus 
mernfasilitasi pengalihan Peserta Didik ke satuan pendidikan lainnya. 

Pasal34 
(I) TPPK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 

ayat (2) diberikan sanksi oleh kepala satuan pendidikan. 
(2) Kepala satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang 

didirikan oleh Masyarakat, dan Satuan Togas yang melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) diberikan 
sanksi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

(3) Kepala satuan pendidikan, TPPK dan Satuan Tugas yang berstatus ASN 
yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), 
diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pernyataan permohonan maaf tertulis yang disarnpaikan melalui 

pa pan pengumuman di satuan pendidikan dan/ atau media rnassa: 
c. pemberhentian dari jabatan keanggotaan TPPK atau keanggotaan 

Satuan Tugas; dan/atau 
d. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat. 

b. melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun 
pihak tcrkait dan informasi kasus berjalan kepada publik. 

(3) Dalam mclaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Satuan 
Tugas dilarang: 
a. rnclakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan: 

1. Iuka fisik berat; 
2. keru sakan fisik perrnanen; 
3. kematian; dan/atau 
4. trauma psikologis berat; dan/atau 

b. me]akukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun 
pihak terkait dan inforrnasi kasus berjalan kepada publik. 
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( 1) Penangannn Kekerasan ... 

Pasal38 
Penanganan Kekerasan oleh pernerintah daerah sesuai dcngan kcwenangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan oleh 
Satuan Tugas dalam hal: 
a. Terlapor merupakan kepala satuan pendidikan; 
b. Kekerasan melibatkan lebih dari 1 [satu] satuan pendidikan; 
c. Kekerasan melibatkan anggota TPPK; darr/atau 
d. TPPK tidak melaksanakan tugns sebagaimana dirnaksud dalam 

Peraturan Bupati ini, dengan rnengikuti tahapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (2). 

Pasa136 
( 1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh: 

a. satuan pendidikan; 
b. pemerintah daerah sesuai dcngan kcwenangan: dan 

(2) Penanganan Kekerasan oleh satuan pendidikan dan perncrintnh dncrnh 
sesuai dengan kewenangan sebagaimana dirnaksud pada nynt ( 1) huru f n 
dan huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai beriku t: 
a. penerimaan laporan; 
b. pemeriksaan; 
c. penyusunan kesirnpulan dan rekorncndasi: 
d. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan: dan 
e. pemulihan. 

(3) Penanganan Kekerasan oleh satuan pendidikan dan pcrnerintah daerah 
sesuai dengan kewenangan dapat dilakukan tanpa rnclalui tahapan 
penerimaan Iaporan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam 
hal adanya temuan dugaan Kekerasan. 

Pasal37 
(I) Penanganan Kekerasan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh TPPK. 
(2) Dalam hal TPPI{ tidak rnelaksanakan Penanganan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I), Satuan Togas memberi peringatan kcpada 1'PPK 
pada satuan pendidikan untuk melaksanakan Pcnanganan dugaan 
Kekerasan. 

(3) Dalam hal TPPI, tclah diberi peringatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) namun rnasih belum melaksanakan Penanganan dugaan 
Kekerasan, Penanganan Kekerasan dilaksanakan oleh Satuan Tugas. 

Bagian Kesatu Un1L1m 

BAB\! 
TATA CARA PENANGANAN KEl,l~l~ASAN 
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• 

• Bagi an Kedua ... 

Pasal 40 
( 1} Dalam melaksanakan Penanganan Kekerasan, satuan pendidikan, 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, atau Kernenterian dapat 
mernberikan pendampingan. 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: 
a. Korban, Saksi, Terlapor berusia anak, atau pelaku berusia anak, 

yang berstatus Peserta Didik; dan 
b. Karban atau Saksi ) ang berstatus Pendidik atau Tenaga 

Kependidikan. 
(3) Pemberian pendampingan difasilitasi oleh TPPK melalui koordinasi 

dengan Satuan Togas dengan menggunakan layanan yang disediakan 
oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. 

(4) Pendampingan sebagaimana clirnaksud pada ayat (1) berupa: 
a. konseling; 
b. layanan kesehatan; 
c. bantuan hukum; 
d. advokasi; 
e. bimbingan sosial dan rohani: dan/atau 
f. layanan pendampingan lain. 

(5) Dalam hal Korban atau Saksi mcrupakan penyandang disabilitas, 
pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
memperhatikan kebutuhan ragam penyandang disabilitas. 

(6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan persetujuan Korban, Saksi, Terlapor berusia anak. atau 
pelaku berusia anak, yang beratatu s Peserta Didik. 

(7) Dalam hal Korban, Saksi, Terlapor, atau pelaku berusia anak, 
persetujuan dapat diberikan oleh orang tua/wali Korban atau 
pendamping. 

Pasal 39 
( l) Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai 

dcngan Pasal 38, dilaksanakan dengan menjamin Peserta Didik baik 
sebagai Terlapor, Pelaku, Saksi, atau Korban memperoleh layanan 
pendidikan. 

(2) Jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berupa: 
a. keberlanjutan pendidikan; dan/atau 
b. rekomendasi bentuk layanan pendidikan. 

(3) Jaminan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), termasuk Peserta Didik usia anak yang berhadapan dengan 
hukum. 
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Pf\snl44 ... 

Pasal 43 
(1) TPPl< atau Satuan Tugas mcnyarnpaikan pnnggilan l .. epndn 

Pelapor / Karban, Saksi, dan Terlapor melalui: 
a. surat panggilan secara tertulis; dan/atau 
b. panggilan secara lisan. 

(2) Dalam hal Pelapor, Korban, dari/ntau Saksi mcrupaknn Pesertn Didik 
anak, panggilan sebagaimana dirnaksud pada aynt ( 1) disampaiknn 
kepada orang tua/wali Peserta Didik. 

(3) Dalam hal Terlapor sebagaimana dirnaksud padu aynr ( 1) tidnk hndir 
sampai panggilan ketiga, perncriksaan dilanjut kan tanpn kchnd iran 
Terlapor. 

Bagian Kctiga 
Perneriksaan 

Pasal 42 
Dalam menindaklanjuti laporan , 1'PPK atau Satunn Tugas mclakuknn 
tindakan awal terhadap l(orban a tau Saksi yang dapat beru pa: 
a. memfasilitasi keamanan Korban dan Saksi; 
b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis; darr/atau 
c. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pckerjaan Korbnn dun 

Saksi. 

Pasal 41 
(1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kckerasan kepadn: 

a. TPPK; 
b. Satuan Togas; 
c. pemerintah daerah sesuai dcngan kcwcnangan; dnu /ntnu 
d. Kementerian. 

(2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud padn nynt ( 1) dupnt 
disampaikan secara: 
a. langsung; 
b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang discdinknn dnlam 

bentuk: 
1. surat tertulis; 
2. telepon; 
3. pesan singkat elektronik; 
4. surat elektronik; dan /atau 

c. bentuk penyampaian laporan lain yang rncrnudnhl .. an Pclapor. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak harus discrtni 

dengan bukti awal. 

Bagian Kedun 
Penerimaan Laporan 
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(2) Penghent.ian pemeriksaan ... 

Pasal47 
(1) TPPK atau Satuan Togas dapat menyatakan perneriksaan dihentikan 

dalam hal: 
a. Terlapor meninggal dunia/tidak ditemukan/sakit berat berdasarkan 

keterangan dokter; 
b. Korban tidak ditemukan; dan/atau 
c. pembuktian belum cukup. 

Pasal46 
( l) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

diselesaikan maksimal 30 {tiga puluh) hari kerja. 
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksu<l pada ayat (1) terhitung sejak 

permintaan keterangan dari Pclapor / Korban. 
(3) Dalam hal perneriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 

hari kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), TPPK a tau Satuan Tugas 
harus membuat pernyataan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. 

Pasal 45 
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bertujuan 

untuk mengumpulkan: 
a. ketcrangan dari Pelapor/Korban, Saksi, dan/atau Terlapor; dan/atau 
b. bukti lain yang diperlukan. 

(2) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Pelapor merupakan Peserta Didik 
berusia anak, TPPI{ atau Satuan Tugas memastikan Peserta Didik 
berusia anak didampingi oleh orang tua/wali. 

(3) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang 
disabilitas, TPPK atau Satuan Togas menghadirkan orang tua/wali 
dan/atau menyediakan pendamping dengan memperhatikan ragam 
penyandang disabilitas dalam proses pemeriksaan permintaan 
keterangan. 

(4) Pemeriksaan terhadap Pelapor /Korban, Saksi, dan/atau Terlapor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. 

Pasal 44 
(1) TPPK atau Satuan Tugas rnelakukan pemeriksaan atas laporan dugaan 

Kekerasan. 
(2) Dalam perneriksaan laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), TPPI( atau Satuan Tugas mcrahasiakan idcntitas Korban, 
Saksi, dan Pcserta Didik Tcrlapor sesuai dengan ketcntuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Bagian Keli ma ... 

Pasal 50 
TPPIZ atau Satuan Tugas rnenyampaikan laporan hasil perncriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) kcpada kepala satuan 
pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dcngan 
kewen angan. 

Pasa149 
(1) TPPK atau Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomcndasi 

sebagai bagian dari laporan hasil pemeriksaan. 
(2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: 

a. terbukti adanya Kekerasan; atau 
b. tidak terbukti adanya Kekerasan. 

(3) Kesirnpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mcmuat 
informasi: 
a. identitas Terlapor; 
b. bcntuk Kekerasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mcntcri ini; 

dan 
c. pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan. 

(4) Dalam hal dinyatakan terbukti adanya Kekerasan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, rekomendasi memuat: 
a. sanksi administratif kepada pelaku; 
b. pemulihan Korban/Pelapor dan/atau Saksi dalam hal belum 

dilakukan atau sepanjang masih dibutuhkan; clan 
c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan. 

(5) Dalam hal dinyatakan tidak terbukti adanya Kekerasan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b, rckornendasi memuat: 
a. tindak lanjut keberlanjutan layanan pcndidikan; dan 
b. pcmulihan nama baik Terlapor. 

Bagian Keempat 
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pasal 48 
TPPK atau Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan laporan 
Kekerasan )'ang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
apabila ditemukan bukti baru. 

(2) Pcnghentian pemeriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan oleh ketua TPPK atau kctua Satuan Togas dan disarnpaikan 
kepada: 
a. kcpala satuan pendidikan; 
b. kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
c. Terlapor; dan 
d. Pelapor/Korban. 
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• 

Pasal 54 ... 

. a. rmgan; 
b. sedang;dan 
c. berat. 

(2) Dalam hal Terlapor merupakan Peserta Didik, pengenaan tingkat sanksi 
administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) berptinsip pada: 
a. sanksi bersifat rnendidik: 
b. tetap mernenuhi hak pcndidikan Peserta Didik; 
c. melindungi kondisi psikis Peserta Didik; 
d. membangun rasa bertanggung jawab Peserta Didik; dan 
e. berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 53 
( 1) Tingkat sanksi administratif bagi Terlapor sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 52 ayat ( 1) huruf a terdiri atas: 

Pasal 52 
( l) Kepu tusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat: 

n. pengenaan sanksi administratif terhadap Terlapor dalam hal 
keputusan menetapkan terbuktiadanya Kekerasan; atau 

b. pemulihan nama baik Terlapor dalarn hal keputusan menetapkan 
tidak terbukti adanya Kekerasan. 

(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada: 
n. Terlapor: 
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal keputusan 

ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan; dan 
c. satuan pendidikan, dalarn hal keputusan ditandatangani oleh kepala 

dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
(3) Dalam hal Terlapor merupakan Peserta Didik, salinan keputusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kcpada orang 
tuaj wali Peserta Didik. 

Pasal 51 
kcpaln satuan pendidikan atau kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
rnenindnklanjuti laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
P.1s:1l 50 maksirnal 5 (lima) hari kerja dengan menerbitkan keputusan. 

Bagian Kelima 
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pcmeriksaan 
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(3)Sanksi adrninistrasi ... 

Pasal 56 
(I) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 

( 1) huruf a bagi Terlapor Peserta Didi le berupa teguran tertu lis. 
(2) Sanksi administratif sedang sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 53 ayat 

(I) huruf b bagi Terlapor Peserta Didik berupa tindakan )'ang bersifat 
edukatif yang harus dilakukan dalam kurun waktu minimal selarna 5 
(lima) hari sekolah dan maksimal selama 10 (sepuluh) hari sekolah. 

Pasal 54 
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
( 1) bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksariakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 55 
( 1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 53 ayat 

(1) huruf a bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN, 
terdiri atas: 
a. teguran tertulis; atau 
b. pernyataan pennohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di 

media publikasi yang dimiliki satuan pendidikan. 
(2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 

(1) huruf b bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN, 
terdiri atas: 
a. pengurangan hak; atau 
b. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Pendidik/Tcnaga 

Kependidikan. 
(3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 

(1) huruf c bagi Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN 
berupa pemutusan/pemberhentian hubungan kerja. 

(4) Pengenaan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan apabila Terlapor Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 
a. terbukti melakukan Kekerasan dan/atau mclakukan pernbiaran 

terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan: 
1. Iuka fisik berat; 
2. kerusakan fisik permancn; 
3. kematian; dan/atau 
4. trauma psikologis berat; dan/atau 

b. terbukti melakukan Kekerasan minimal 3 (tiga) kali dalam masa 
jabatannya yang mengakibatkan Iuka fisik ringan atau dampak 
psikologis ringan. 

(5) Mekanisme pengenaan sanksi adrninistratif bagi Terlapor Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan non ASN diatur lebih lanjut dalam peraturan 
penyelenggara satuan pendidikan. 
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(3) Satuan Togas ... 

Pasal 58 
(1) Satuan Tugas dan TPPK mendampingi proses reintegrasi Peserta Didik di 

lingkungan satuan pendidikan baru. 
(2) Satuan Tugas melaporkan perkembangan pendampingan dan proses 

reintegrasi Peserta Didik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
minimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peserta Didik memulai proses 
pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan baru. 

(3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(1) huruf c bagi Terlapor Peserta Didik berupa pemindahan Peserta Didik 
kc satuan pendidikan lain. 

(4) Pengenaan sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan upaya terakhir yang hanya dilakukan apabila: 
a. tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik 

mengakibatkan Korban mengalami: 
1. Iuka fisik berat; 
2. kerusakan fisik per manen; 
3. kematian; dan/atau 
4. trauma psikologis be rat, dan 

b. terdapat rekomendasi dari Satuan Tugas dan/atau Dinas Pendidikan. 
(5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pemindahan Peserta 

Didik ke satuan pendidikan baru dalam pemberian sanksi berat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 57 
( 1) Peserta Didik yang dikenakan sanksi administratif berat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) harus mengikuti program konseling 
sebelum memulai proses pembelajaran di satuan pendidikan baru. 

(2) Program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
pada lembaga atau perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam 
bidang kesehatan, sosial, dan/atau perlindungan perempuan dan anak 
yang ditunjuk oleh Satuan Tugas. 

(3) Pernbiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan pada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. 

(4} Selama mengikuti program konseling, Peserta Didik dapat mengikuti 
pembelajaran baik secara luring atau daring selama atau setelah selesai 
konseling. 

(5) Lembaga atau perangkat daerah melaporkan pelaksanaan konseling 
secara berkala kepada Satuan Tugas. 

(6) Satuan Togas memberikan laporan hasil program konseling kepada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menilai kesiapan Peserta 
Didik mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan baru. 
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(3) Dalam melakukan ... 

Pasal 61 
(1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat ( 1) 

dianggap tidak adil, Korban atau pelaku dapat mengajukan keberatan. 
(2) Pengajuan keberatan oleh Karban atau pelaku sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada: 
a. Satuan Tugas atas putusan yang dikeluarkan oleh TPPK; atau 
b. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atas putusan yang 

dikeluarkan oleh Satuan Tugas. 

Pasa160 
Pemberian sanksi administratif yang diatur dalam peraturan ini tidak 
menyarnpingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• siapapun; 
c. pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi 

Korban; 
d. pelaku merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas; dan/atau 
e. pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. Karban mengalami dampak fisik dan/ atau psikis yang sedang atau 
berat; 

b. pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali; 
c. jumlah Karban lebih dari 1 (satu) orang; 
d. Karban merupakan penyandang disabilitas; dan/ atau 
e. pelaku merupakan anggota TPPK, Satuan Tugas, kepala satuan 

pendidikan, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan lainnya di satuan 
pendidikan. 

Pasal 59 
(1) Pemberian rekomendasi sanksi administratif atau pengenaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 57 
mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan. 

(2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 
a. Karban mengalami dampak fisik berupa Iuka yang ringan dan/atau 

dampak psikis yang ringan; 
b. Korban bersedia memaafkan perbuatan pelaku tanpa tekanan dari 

(3) Satuan Togas dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjamin Pcscrta 
Didik dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan aman pada 
satuan pendidikan baru. 
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(7) Dalam hal ... 

Pasal63 
(1) Satuan Tugas atau pemerintah daerah scsuai dengan kcwenangan 

rnenindaklanjuti pengajuan keberatan sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 62 dengan melakukan cvaluasi tcrhadap: 
a. putusan yang dikeluarkan oleh TPPl(; atau 
b. putusan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa pemcriksaan 
terhadap putusan dan dokumen pendukung. 

(3) Satuan Tugas atau pemerintah daerah sesuai kewenangan dalam 
melakukan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dapat 
rneminta keterangan dari pihak terkait atau meminta dokumen lain j'ang 
diperlukan. 

(4) Satuan Togas atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan 
berdasarkan hasil evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
menyatakan: 
a. menguatkan putusan TPPK atau Satuan Togas; 
b. mengubah putusan berupa: 

1. meringankan sanksi; atau 
2. memberatkan sanksi, atau 

c. membatalkan putusan; 
(5) Hasil evaluasi berupa pengubahan putusan atau pembatalan putusan 

TPPK atau Satuan Togas sebagairnana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
dan huruf c diberikan setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Satuan 
Tugas atau pernerintah daerah sesuai dengan kewenangan. 

(6) Tindak lanjut terhadap Pembata1an putusan TPPK atau Satuan Tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan melalui: 
a. pemulihan nama baik pelaku; atau 
b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor. 

Pasa162 
(1) Pengajuan keberatan scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 61 dinjukan 

oleh Korban atau pelaku maksirnal 30 (tiga puluh] hari kcrja sejak 
putusan diterima. 

(2) Dalam hal pelaku merupakan Pendidik atau Tenaga Kepcndidikan J\SN, 
pengajuan kcberatan dilaksanakan sesuai cicngan kctcntuan pcraturan 
perundang- undangan. 

(3) Dalam melakukan pcrneriksaan kcbcratnn scbngnimnnn cl1111r,1·~:l1<l pndn 
ayat (2) huruf b terhadap kcpala &1.tL1n11 pcndidiknn )'11r1f~ 

diselenggarakan oleh Masyarakat, pcrncrintah dnernh scsuni <l<·111~i,11 
kewcnangan melibatkan pengurus pcnyclcnggnra sntL11111 pendidiknn 
yang mendirikan satuan pcndidikan bersangkutnn. 
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Bagian Keenarn 
Pemulihan 

Pasal65 
( 1) Pemulihan terhadap Kor ban, Saksi, dan/ a tau pelaku Peserta Didik 

berusia anak dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh TPPK atau 
Satuan Tugas. 

(2) TPPK atau Satuan Togas melakukan identifikasi dampak psikis, fisik, 
proses pembelajaran, dan pekerjaan yang dialami Karban, Saksi, dan 
pelaku Peserta Didik berusia anak sejak tindakan Kekerasan diketahui 
atau dilaporkan. 

(3) Identifikasi dampak yang dialami Korban, Saksi, dan pelaku Peserta 
Didik berusia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk menentukan layanan pemulihan yang dibutuhkan Karban, Saksi, 
dan pelaku Peserta Didik berusia anak. 

(4) Dalam melakukan identifikasi dampak dan pemulihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), TPPK atau Satuan Tugas dapat 
rnerigikutsertakan psikolog, tenaga medis, tenaga kesehatan, pekerja 
sosial. rohaniawan, dan/atau profesi lainnya sesuai kebutuhan. 

(5) Layanan pemulihan terhadap Karban, Saksi, dan pelaku Peserta Didik 
berusia anak dilaksanakan oleh TPPI< dan Satuan Tugas dengan 
difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Ketentuan mengenai usia anak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (5) dikecualikan bagi Karban, Saksi, dan/atau pelaku Peserta Didik 
penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual. 

Pasal 64 
Putusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
dijatuhkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan 
diterima. 

sesuai dengan 
dimaksud pada 

{7) Dnlam hat terjadinya Kekerasan melalui kebijakan pendidikan, Satuan 
Togas atau pemerintah daerah sesuai kewenangan ber'd aaar'ka.n hasil 
evaluasi merekomendasikan TPPK atau Satuan Tugas untuk mengubah 
putusan, dengan menyatakan pembatalan atau pencabutan kebijakan 
pend idikan yang: 
a. mengandung unsur Kekerasan; atau 
b. telah menimbulkan terjadinya Kekerasan. 

(8) Putusan Satuan Togas atau pemerintah daerah 
kewenangan atas pengajuan keberatan sebagaimana 
ayat {4) bersifat final. 
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(2) Partisipasi Masyarakat ... 

Pasal67 
( 1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 

BAB Vil 
PARTJSIPASI MASYARAKAT 

Pasal 66 
(1) Karban dan Pelapor berhak atas: 

a. Infor masi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan Kekerasan; 
b. Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/ a tau pihak 

lain; 
c. pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan; 
d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan infor masi kasus; 
e. akses layanan pendidikan atau pelindungan dari kehilangan 

pekerjaan;dan 
f. layanan pendampingan dan/ atau pemulihan sesuai kebutuhannya. 

(2) Saksi berhak atas: 
a. Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan inf or masi kasus; 
b. Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak 

lain; 
c. Layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya; 

dan 
d. akses layanan pendidikan atau pelindungan dari kehilangan 

pekerjaan. 
(3) Peserta Didik sebagai Terlapor berhak atas: 

a. Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus; 
b. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan; 
c. akses layanan pendidikan; dan 
d. layanan pendampingan dan/atau pernulihan sesuai kebutuhannya. 

(4) Hak bagi Korban , Pelapor, Saksi, dan Peserta Didik sebagai Terlapor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang 
merupakan penyandang disabilitas, diberikan dengan memperhatikan 
ragam disabilitas. 

(5} Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan inforrnasi kasus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk 
tidak melakukan penyebarluasan data atau identitas pribadi. 

BAB VI 
HAK KORBAN, PELAPOR, SAI<SI, DAN PESERTA DIDIK SEBAGAI 

TERLAPOR DALAM PENANGANAN KEKERASAN 
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BAB IX ... 

Pasal 68 
(1) TPPK, Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, 

dan Kementerian melakukan pengeloJaan data kasus Kekerasan di 
lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan. 

(2) Pengelolaan data kasus Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk: 
a. menyediakan data kasus Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam 

sistem informasi; dan/atau 
b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 
(3) Pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan 

memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(4) Pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan 
dapat menggunakan sistem infor masi. 

(5) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) dimanfaatkan untuk pelaksanaan evaluasi dan/atau 
perubahan kebijakan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
di lingkungan satuan pendidikan. 

BAB VIII 
PENGELOLAAN DATA KASUS KEKERASAN 

(2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan: 
a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pcncegahan dan 

Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; 
b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di 

lingkungan satuan pendidikan; dan 
c. melaporkan Kekerasan yang diketahui ke satuan pendidikan, TPPK, 

Satuan Tugas, atau pihak terkait lainnya; 
d. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 

di lingkungan satuan pendidikan; 
e. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan pelindungan bagi 

Karban, Saksi, dan Pelapor; 
f. mendukung pelaksanaan pelindungan bagi TerJapor berusia anak; 

dan 
g. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan 

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan 
pend id ikan. 
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(3) Satuan Tu gas ... 

Pasal72 
(1) TPPK pada satuan pendiclikan anak usia dini clan satuan pendidikan 

non formal clibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak 
Peraturan Bupati ini. 

(2) TPPK pada satuan pendidikan sekolah dasar, satuan pendidikan 
menengah pertama, dan satuan pendidikan khusus dibentuk paling 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 71 
( 1) Pemerintah claerah sesuai clengan kewenangan, dan penyelenggara 

satuan penclidikan yang didirikan olch Masyarakat wajib 
menganggarkan pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 

(2) Pendanaan untuk pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
di lingkungan satuan pendidikan dapat bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan clan belanja daerah; dan/atau 
b. surnber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

BAB XI 
PENDANAAN 

BABX 
PETUNJUI( TEKNIS 

Pasal 70 
Dinas terkait menetapkan petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, mekanisme pembentukan TPPK 
dan Satuan Togas, pengelolaan data kasus Kekerasan, serta pemberian 
penghargaan dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 

Pasal 69 
Bupati sesuai dengan kewenangan dapat memberikan penghargaan kepada 
Dinas terkait, satuan pendidikan, TPPK, Satuan Togas, dan Masyarakat 
yang berperan serta daJam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasandi lingkungan satuan pendidikan. 

BAB IX 
PENGHARGAAN 
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BERITA DAERAH KOLAI<A UTARA TAHUN 2023 
NOMOR.J.s .. 

Diundangkan di Lasusua 
Pada tanggal \.t ~t)ve.M W 2.04) 
Sekretaris Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara, 

• 

SUKANTO TODING 

Pj. UPATI KOLAKA UTARA 

Ditetapkan di Lasusua 
pad a tanggal \S- ~ember 2023 ------------' •'') I U'·"T I ,. . -,. '., ,,r.RJ :-. ,1 v ;\(, ~1\ I \,...l"'li t,.:...: ;, 

Pasal 73 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara. 

(3) Satuan Tugas dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
Peraturan Bupati ini. 
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